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1746/DJU.1/PW1.4/XI/2025 Jakarta, 10 November 2025
Terbatas

Satu Berkas

Perintah

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15616/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

15816/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian

Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah

Agung Tahun 2024 tentang Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Tidak

Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,78 Millar, bersama ini Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran pada

satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk

menginstruksikan kepada:

1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

untuk mematuhi klasifikasi dan alokasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan pada saat pelaksanaan dan realisasi belanja sesuai dengan Petunjuk

Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKAKL): dan

2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Bagian Urusan Dalam/Kepala

Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Subbagian Umum dan Keuangan lebih cermat

dalam mengidentifikasi dan mencatat belanja yang menghasilkan Aset

TetapDemikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.


















